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ABSTRAK

PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI
STUDI PERBANDINGAN HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG
NO. 8 TAHUN 1999

Sebagian besar dari penduduk Indonesia yang hampir mencapai
200.000.000 (dua ratus juta) penduduk ini adalah sebagian besar merupakan
konsumen. Akan tetapi sebagian besar dari mereka adalah masyarakat konsumen
yang buta akan hak-haknya sebagai konsumen. Hal ini tidak hanya terjadi di
indonesia saja akan tetapi juga di seluruh belahan bumi ini.

Perlunya mengenai perlindungan terhadap konsumen ini dikarenakan posisi
konsumen yang lemah dalam hubungannya dengan pelaku usaha, sehingga
terkadang posisi konsumen selalu tidak mempunyai posisi tawar dalam
hubungannya dengan pelaku usaha. Selain itu, adanya praktek monopoli dan tidak
adanya perlindungan hukum terhadap konsumen telah meletakkan posisi
konsumen dalam tingkat yang terendah dan tidak adanya alternatif yang dapat
diambil oleh konsumen, sehingga hal ini jelas-jelas sangat merugikan konsumen.

Sehingga pada tanggal 20 April 1999 pemerintah Republik Indonesia telah
mengeluarkan dan mengundangkan Undang-undang No.8 Tahun 1999 Tentang
Perlindungan Konsumen, yang diharapkan mampu memberikan perlindungan
hukum terhadap konsumen secara komprehensif. Akan tetapi dalam Undang-
undang ini pengertian dari konsumen hanya terbatas pada konsumen sebagai
pemakai akhir dari barang dan atau jasa. Subyek hukum dari undang-undang ini
hanya terbatas pada orang, sedangkan badan hukum yang bisa saja sebagai
konsumen secara lembaga tidak mendapatkan perlindungan dari undang-undang
ini.

Adapun di dalam hukum Islam pengertian dari konsumen secara definitif
memang tidak ada. Akan tetapi pengertian konsumen adalah semakna dengan
pembeli dalam transaksi jual beli dalam Islam. Dalam hukum Islam konsumen
vang dilindungi tidak hanya konsumen sebagai pemakai akhir dari barang dan
atau jasa, akan tetapi juga konsumen yang mengembangkan hartanya (konsumen
antara) juga dilindungi tidak seperti yang ada dalam undang-undang yang
membatasi konsumen hanya pada konsumen akhir.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan komparatif, dengan
menggunakan pendekatan ini penulis dapat mencari persamaan dan perbedaan
mengenai perlindungan terhadap konsumen baik dalam hukum Islam maupun
Undang-undang perlindungan konsumen. Sehingga dari hasil penelitian tersebut
didapat bahwa memang dari segi pengertian konsumen dari kedua sistem hukum
tersebut berbeda, sehingga terdapat juga perbedaan mengenai jenis konsumen
yvang dilindungi. Selain itu, dalam undang-undang perlindungan konsumen lebih
mengedepankan hak dari pada kewajiban. Hal ini berbeda dengan hukum Islam
yang mana pemunculan hak adalah seiring dengan pemenuhan kewajiban.
Namun, dari kedua sistem hukum tersebut dalam upaya perlindungannya adalah
sama-sama melindungi kedua belah pihak yaitu konsumen dan pelaku usaha
sekaligus.
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BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Gerak kehidupan ekonomi di negara ini merupakan suatu roda kehidupan
yang terus menerus berputar dan tak akan pernah berhenti. Segala macam
kegiatan ekonomi hampir menjadi menu utama di setiap harinya. Terlebih lagi
dalam hal transaksi jual beli barang dan jasa, di mana jelas ada pelaku usaha dan
konsumen yang saling berhubungan erat. Namun menjadi suatu realitas bahwa
penduduk Indonesia yang mencapai 240.000.000 (dua ratus empat puluh juta)
adalah sebagai konsumen, dan di antara jumlah yang tidak sedikit tersebut
merupakan masyarakat yang buta akan hak-haknya sebagai konsumen. Sungguh

suatu hal yang ironis.

Terpampangnya sebuah stiker di dalam bis kota yang berbunyi "dnda
butuh waktu, kami butuh uang" merupakan bukti nyata dari kondisi konsumen
(dalam hal imi penumpang sebagai pengguna jasa transportasi) yang posisinya
lemah. Sehingga sudah merupakan suatu hal yang wajar bila kemudian bis kota
tersebut melaju dengan kencang dan kebut-kebutan di jalan yang ramai,
menaikkan penumpang melebihi kapasitas, belum lagi menaikkan dan
menurunkan penumpang sembarangan. Jelas merupakan suatu kenyataan bahwa
konsumen tetap sebagai pihak yang dirugikan oleh pelaku usaha. Padahal sebagai
konsumen, masyarakat berhak mendapatkan kenyamanan, keamanan dan

keselamatan sebagai pengguna jasa transportasi.
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Apalagi masalah kenaikan bahan bakar minyak yang terus melambung
tinggi. Sebagai konsumen, masyarakat hanya bisa menyetujui keputusan dari
pemerintah dan Pertamina sebagai pelaku usaha. Akan tetapi kenvataannya
masyarakat masih harus kesulitan dalam mendapatkan bahan bakar minyak. Di
berbagai daerah harga minyak terlampau tinggi karena kelangkaan pasokan dar
pemerintah, dan di sana-sini antrian panjang masyarakat untuk mendapatkan

bahan bakar minyak menjadi suatu pemandangan yang memilukan.’

Contoh lain seperti diberitakan di harian Kompas, mengenai pembelian
mobil yang dilakukan dengan pemesanan. Kasus yang terjadi pada Haryono di
Bekasi, oleh PT Timor Distributor Nasional (PTTDN). Karena secara sepihak
tanpa persetujuan dari konsumen PTTDN menyerahkan mobil yang bukan
pesanan konsumen. Kemudian konsumen juga kecewa dengan pengiriman barang
yang tidak tepat pada waktunya sementara konsumen telah membayar uang
pemesanan. Alasan yang dikemukakan dari perusahaan adalah karena warna yang
dijanjikan belum ada, atau masih menunggu barang datang dari luar neger.
Belum lagi bila ada cacat tersembunyi dari barang yang dipesan konsumen.
Karena terkadang barang dikirim pada waktu malam han sehingga sangat
mungkin konsumen tidak secara rinci mengecek barang yang diterima. Padahal
berita acara penyerahan menyatakan bahwa barang dalam kondisi baik. Kasus
seperti ini menunjukkan secara jelas bahwa PTTDN telah melakukan wanprestasi

karena tidak menyerahkan mobil sesuai dengan yang dipesan oleh konsumen.

' Kedaulatan Rakyat, Sabtu 1 Oktober 2005. hlm. 1.




Sementara konsumen telah memenuhi kewajibannya dengan membayar uang

pemesanan 10% dan sisanya 90% dibayar pada saat penyerahan mobil.*

Hal-hal tersebut menujukkan suatu kenyataan bahwa konsumen selalu
merupakan pihak yang disalahkan dan dirugikan. Keadaan ini terus berlangsung
dengan didukung oleh sistem peradilan Indonesia yang belum berpihak pada

konsumen.,

Beberapa waktu yang lalu, 7he UN Guidelines for Consumer Protection
yang diterima dengan suara bulat oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-
Bangsa (PBB) Nomor A/RES/39/248 tanggal 16 April 1985 tentang Perlindungan
Konsumen telah disahkan. Di dalamnya terkandung pemahaman umum dan luas
mengenai perangkat perlindungan konsumen yang asasi dan adil. Satu hal yang
diperjuangkan Guidelines itu adalah struktur kelompok-kelompok konsumen yang
independen, dimana dinyatakan dalam paragraf pertama bahwa pemerintah-
pemerintah  berbagai negara sepakat untuk memfasilitasi mendukung
pengembangan kelompok-kelompok konsumen (guideline lej). Hal ini merupakan

kemajuan yang sangat berarti di bidang perlindungan konsumen.’

Dalam masalah transaksi jual beli barang dan atau jasa selama ini, karena
praktek monopoli dan tidak adanvya perlindungan terhadap konsumen sehingga
terlihat dengan jelas meletakkan konsumen pada tingkat yang terendah dalam
menghadapi para pelaku usaha (dalam arti seluas-luasnya). Ketidakberdayaaan

konsumen dalam menghadapi pelaku usaha ini jelas sangat merugikan. Sementara

* Sularsi, “Di Balik Delivery Order,” www kompas.com/kr, akses 19 Oktober 2005,

* Yusuf Sofic, Perlindungan Konsumen dan Instrumen-instrumen {lwkumnya (Bandung:
PT. Citra Aditya Bakti, 2003), him. 15,



itu di lain pihak, pelaku usaha berlindung di balik standard contract atau
perjanjian baku yang telah disetujui oleh kedua belah pihak (pelaku usaha dan
konsumen). Atau terkadang melalui berbagai informasi semu yang diberikan oleh

pelaku usaha kepada konsumen.*

Sistem peradilan yang dinilai rumit dan bertele-tele juga ikut mengaburkan
akan hak-hak konsumen dan kewajiban-kewajiban pelaku usaha. Namun,
terkadang masyarakat sendiri tidak mengetahui dengan jelas apa yang menjadi
hak-hak dan kewajiban-kewajibannya dari atau terhadap pelaku usaha dengan
siapa konsumen tersebut telah berhubungén hukum. Dapat disimpulkan bahwa
masalah perlindungan konsumen merupakan masalah perlindungan manusia. Oleh
karena itu adalah menjadi suatu keharusan bagi semua bangsa di dunia untuk
dapat mewujudkan perlindungan terhadap konsumen. Mewujudkan perlindungan
terhadap konsumen adalah mewujudkan hubungan berbagai dimensi yang satu

sama lain merupakan sebuah keterkaitan dan saling ketergantungan antara

konsumen, pelaku usaha dan aparat pemerintah.’

Di Indonesia, lahirnya Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang
Perlindumgan Konsumen merupakan suatu pintu gerbang yang oleh masyarakat
diharapkan dapat menciptakan suatu kegiatan usaha perdagangan yang fair tidak
hanya bagi pelaku usaha tapi juga secara langsung untuk kepentingan konsumen

selaku pengguna, pemanfaat, maupun pemakai barang dan atau jasa yang

* Gunawan Wijaya dan Ahmad Yani, Hukum Tentang Perlindungan Konsumen (Jakana:
Gramedia, 2003). hlm. 1.

Erma Rajagukguk, "Pentingnya Hukum Perlindungan Konsumen dalam Era
Perdagangan Bebas", dalam Husni Syawali dkk., Hukum Perlindungan Konsumen (Bandung:
Mandar Maju, 2000). him. 6-8,
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ditawarkan oleh para pelaku usaha. Meskipun harus disadari oleh semua pihak
bahwa lahirnya undang-undang tentang perlindungan konsumen ini, bukaniah
suatu undang-undang yang dapat dianggap sanggup merangkum semua keperluan
dan kebutuhan konsumen. Akan tetapi setidaknya adanya undang-undang
perlindungan konsumen ini diharapkan akan mampu menjadi sumber atau acuan
bagi peraturan perundang-undangan lainnya dan dapat pula dijadikan sebagai
dasar pembentukan bagi peraturan perlindungan konsumen di tingkat lebih
rendah. Memang bukan suatu hal yang mudah untuk memenuhi kepentingan
konsumen secara menyeluruh. Walaupun demikian tentu ada batas-batas, norma-
norma, dan etika maupun kesadaran universal dari semua pihak, sehingga dapat
dijadikan acuan dan contoh dalam menyusun berbagai macam aturan main yang

relevan dan tidak berpihak.

Sehingga dalam hukum positif vang berlaku di Indonesia, seorang
konsumen bila merasa dirugikan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa dapat
menggugat pihak yang menimbulkan kerugian itu. Pihak tersebut dapat bisa
berarti Produsen atau Pabrik, Supplier, pedagang besar, pedagang eceran atau
penjual, ataupun pithak yang memasarkan produk, bergantung dari siapa vang
melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang menimbulkan kerugian pada

" . e . ~ - . 6
konsumen, baik berupa derita sakit, atau bahkan kematian.

Keberadaan kelompok-kelompek konsumen tentu saja berbeda dengan
organisasi-organisasi konsumen. Pada hakikatnya kelompok-kelompok konsumen

tebih merupakan pengelompokan konsumen pada berbagai sektor, misalkan

© Yusuf Shofie, Peritndungan Konsumen dan Instumen-instrumennva (Bandung: Ciira
Aditya Bakii, 2003). him. 250



kelompok konsumen barang-barang elektronik, bahan makanan dan sebagainya.
Bisa dikatakan bahwa kelompok konsumen bertindak dalam kapasitasnya selaku
konsumen. Sedangkan organisasi-organisasi konsumen merupakan lembaga
swadaya masyarakai yang bergerak di bidang perlindungan konsumen. Di dalam
segala aktivitasnya tentu saja organisasi konsumen seperti Yayasan Lembaga
Konsumen Indonesia (YLKI) bertindak dalam kapasitasnya selaku perwakilan
konsumen (consumer representation). Walaupun demikian, keduanya memiliki
tujuan yang sama, yaitu melayani dan meningkatkan martabat dan kepentingan

7
konsumen.

Sementara dalam hukum [slam masalah transaks: jual beli juga menjadi
perhatian yang penting. Pengertian jual beli dalam makna fughawinva adalah
saling menukar, sedangkan pengertian syariat jual beli adalah pertukaran harta
atas dasar saling rela.® Adapun landasan hukumnya adalah firman Allah dalam

Q)S. al-Bagarah ayat 275 ;

Ll g aadl i el

Dalam ayat ini terkandung suatu pengertian banwa Allah mengharamkan
riba dan menghalalkan jual beli. Karena jual beli sudah menjadi kebutuhan
manusia untuk memenuhi segala kebutuhannya. Manusia sendiri juga menyadari
bahwa antara manusia dengan manusia yang lainnya tidak akan dapat memenuhi

kebutuhannya sendiri, maka dari itu dituntut untuk menjalin hubungan dengan

’ Ibid.. him. 16.

® Sayyid Sabiq, Fighu as-Sunnah, jilhd 3 (Kairo: Dar al-Fatah), 1365 H him. 147.



yang lainnya untuk memenuhi kebutuhannya. Salah satunya adalah dengan cara

jual beli barang dan atau jasa.

Jika dalam suatu akad yang telah berlangsung, segala macam rukun dan
syaratnya dipenuhi, maka konsekuensinya adalah penjual memindahkan barang
kepada pembeli dan pembeli memindahkan miliknya kepada penjual, sesuai
dengan harga yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Adanya kerelaan

“““““ ksi) jual beli ini menjadi hal yang penting dalam jual beli

g
&
7
&

dalam akad {
menurut hukum Islam. Karena dengan adanya saling rela maka kedua belah pihak
telah sepakat menerima barang atau jasa yang diperjualbelikan. Kerelaan inilah
yang diharapkan dapat memperkecil perselisihan di antara kedua belah pihak di
kemudian hari.

Adapun syarat dari orang yang melakukan akad tersebut adalah hendaknya

1 9

orang yang berakal dan orang tersebut harus dapai membedakan atau memilih.
Akan tetapi tidak jarang terjadi dalam suatu akad jual beli barang atau jasa
tersebut terdapat cacat atau kerusakan. Jelas hal ini akan menimbulkan kerugian
pada salah satu pihak yaitu pembeli atau konsumen. Namun dalam hukum Islam
untuk mengindari perselisihan kedua belah pihak dalam transaksi, maka diberikan

hak untuk memilih antara membatalkan atau tetap melangsungkan akad tersebut.

Hak inilah vang di sebut sebagai hak khiyar. '

Hubungan yang diharapkan adalah hubungan antara penjual atau pelaku

usaha dengan pembeli sebagai konsumen vang tidak menimbulkan kerugian pada

7 Ihid., hlm. 51.

“ Sulaiman Rasijid. Fiqih Islam (Bandung; Sinar Baru Algesindo, 1994), hlm. 286.



salah satu pihak. Terlebih lagi pada konsumen sebagai pihak yang selalu
dilemahkan. Maka menjadi suatu hal yang menarik bagi penulis untuk meneliti
lebih jauh mengenai masalah perlindungan terhadap konsumen dalam transaksi

jual beli barang dan atau jasa.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka

enelitian ini akan mengacu pada pokok masalah sebagai berikut ;
p gacu p p g

1. Bagaimana konsep perlindungan konsumen dalam transaksi jual beli
menurut hukum Islam dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1998 Tentang

Perlindungan Konsumen.

2. Apa persamaan dan perbedaan konsep perlindungan terhadap konsumen
dalam transaksi jual beli antara hukum Islam dan Undang-Undang No. 8

Tahun 1998 Tentang Perlindungan Konsumen.
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui konsep perlindungan konsumen yang terdapat dalam
hukum Islam dan hukum positif khususnya Undang-undang No. 8 Tahun

1999 Tentang Perlindungan Konsumen

&)

Mencari persamaan dan perbedaan konsep perlindungan konsumen

dalam transaksi jual beli antara sistem hukum Islam dan hukum positif



khususnya Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan

Konsumen.
Kegunaan Penelitian

1. Penelitian ini diharapkan memberi kontribusi yang cukup signifikan bagi
pengembangan dalam hukum Islam dan hukum positif khususnya yang

berkenaan dengan perlindungan konsumen.

Memberikan kesadaran pada masyarakat untuk mengert: akan hak-hak

[

dan kewajibannya sebagai konsumen,

3. Menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya.

D. Telaah Pustaka

Pentingnya pemberian informasi yang jelas bagi konsumen bukanlah tugas
dari pelaku usaha semata-mata. melainkan juga tugas dari konsumen untuk
mencari apa dan bagaimana informasi yang dianggap relevan yang dapat
dipergunakannya untuk membuat suatu Keputusan tentang penggunaan,
pemanfaatan maupun pemakaian barang dan atau jasa tertentu. Dan merupakan
suate keharusan bagi masyarakat sebagai konsumen sadar akan hak-hak dan

kewajibannya.

Mengenai karya-karya tentang perlindungan terhadap konsumen telah
banyak dibahas dan ditemukan dalam berbagai media baik cetak maupun
elektronik. Juga dalam bentuk buku maupun jurnal-jurnal lainnya, diantaranya
adalah : Yusuf Shofie dalam bukunya Perlindungan Konsumen dan Instrumen-

instrumen Hukumnya. Dalam buku imi Yusuf Shofie mencoba mendeskripsikan
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mengenai perlindungan konsumen dengan mengetengahkan instrumen-instrumen
hukum positif dan meluruskan persepsi keliru dari pelaku usaha bahwa
perlindungan konsumen dan perangkat hukumnya sebagai upaya menghambat

perkembangan dunia usaha.'’

Dalam artikel-artikel yang dikumpulkan oleh Husni Syawali, dalam buku
Hukum Perlindungan Konsumen, banvak mengupas masalah perlindungan
konsumen dari berbagai segi dan berbagai sisi. Baik mengenai pentingnya ada
perlindungan terhadap konsumen dalam bentuk undang-undang dan aspek-aspek
hukum perlindungan konsumen, maupun bagaimana kesiapan undang-undang ini
dalam menghadapi era pasar bebas dan tanggung jawab produsen terhadap akibat
hukum yang ditimbulkan dari produk pasar bebas. Dalam buku ini juga dibahas
mengenai peranan lembaga konsumen Indonesia dalam perlindungan terhadap
konsumen. Yang menarik dari buku ini juga ada artikel mengenai kemungkinan
adanya gugatan cfass action dalam upaya hukum terhadap perlindungan

}
konsumen.'?

Sedangkan dalam buku Hukum Tentang Perlindungan Konsumen, oleh
Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani. Menggaris-bawahi mengenai aspek hukum

vang terkait dengan kegiatan usaha dari para pelaku usaha dengan kepentingan

Y Yusuf Shofic. Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumr-
(Bandung: Citra Adityva Bakti, 2003), hlm. 23.

'* Husni Syawali dkk, HHukum Perlindungan Terhadap Konsumen (Bandung: Mandar
Maju, 2000), i, 37,
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konsumen yang beragam agar nantinya pihak yang terkait tidak terjebak dengan

berbagai ketentuan yang ada.”

Dalam buku yang berjudul Hukum Perlindungan Konsumen, sang
penyunting Husni Syawali dan Neni Sri lImaniyati mencoba merumuskan dari
berbagai tulisan yang dikumpulkan sebelum diundangkannya Undang-undang
Perlindungan Konsumen (UUPK) sebagai upaya menghimpun masukan, gagasan,
pemikiran yang diperlukan untuk penyusunan materi undang-undang tersebut
dengan menitik-beratkan tidak saja atas dasar hak-hak konsumen tetapi juga dasar
tanggung jawab produsen terhadap produk yang dihasilkannya (product liability)

yang keduanya bermuara pada penerapan etika bisnis yang universal.

Nur ’Azizatil ’Ajibah di dalam skripsinya berjudul “Perlindungan
Konsumen Dalam Transaksi Melalui E-commerce (Tinjauan Hukum Islam)”,
menguraikan tentang bagaimana konsep perlindungan terhadap konsumen yang
melakukan transaksi lewat layanan pada situs-situs internet atau lewat tayangan

televisi vang hal ini ditinjau dalam hukum Tslam."*

Sedangkan Mukhlisin dalam skripsinya berjudul “Tinjauan Hukum [slam
Terhadap Perlindungan Hak-hak Konsumen Dalam Undang-undang No. 8 Tahun
1999”, peneliti memaparkan konsep perlindungan terhadap konsumen dengan

menjelaskan tentang hak-hak bagi konsumen, berbagai larangan bagi pelaku usaha

¥ Gunawan Wijava dan Ahmad Yani. Hukwm Tentang Perlindungan Konsumen (Jakarta:
Gramedia, 2003). hlm. 27,

" Nur 'Azizatil ' Ajibah, Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Melalui E-Commerce
(Tinjawan Hukum Isiam), skripsi tidak diterbitkan, Fakulias Syariah IAIN Sunan Kalijaga
Yogyakaria (2000).




dan tanggung jawab pelaku usaha serta ganti rugi, namun belum

memperbandingkannya dari sudut pandang hukum Islam '

Sedangkan dalam literatur Islam, sejauh pengamatan penulis belum
menemukan satu buku yang membahas secara khusus mengenai perlindungan
konsumen. Namun dalam Figih Sunnah Jilid 12, Sayyid Sabiq yang dialih
bahasakan oleh Kamaluddin A. Marzuki, dalam bab jual beli, dibahas mengenai
adanya asas saling rela antara dua belah pihak yang melakukan akad atau
transaksi jual beli. Hal ini untuk menghindari adanya perselisihan yang terjadi
dikemudian hari. Diberikannya hak Ahiyar, kepada kedua belah pihak yang
berakad juga bertujuan untuk menghindari perselisihan dari akad atau transaksi

yang telah terjadi. ™

E. Kerangka Teoretik

Masalah perlindungan konsumen merupakan masalah yang penting dalam
kegiatan ekonomi di negara im, mengingat sebagian besar dari masyarakat
Indonesia adalah sebagai konsumen atau pengguna, pemakai dan pemanfaat dari
barang dan jasa. Pengertian mewujudkan perlindungan terhadap konsumen adalah
mewujudkan bubungan dari berbagai dimensi yang antara satu dengan yang
lainnya saling berkaitan yaitu masyarakat sebagai konsumen, pelaku usaha dan

juga aparat pemerintah.

'3 Muhlishin. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Hak-hak Konsumen dalam
Undang-undang No. 8 Tahun 1999, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah IAIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta (2001).

1¢ Sayyid Sabiq. Fighu as-Sunnah, jilid 3. (Kairo: Dar al-Fatah), 1363 H him. 177.
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Masalah perlindungan konsumen ini diatur dalam Undang-undang No.8.
Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yang intinya hendak mendukung
tumbuh kembangnya dunia usaha yang mampu menghasilkan beraneka barang
dan jasa untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak dan
sekaligus mendaﬁatkan kepastian barang dan jasa yang diperoleh dari

perdagangan tanpa mengakibatkan kerugian pada konsumen.

Sehingga sebagai proteksi hukum kepada konsumen yang keberadaannya

dirasa penting oleh adanya faktor-faktor sebagai berikut :
1. Kedudukan konsumen yang relatif lemah dibandingkan pelaku usaha.

2. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai motor penggerak

produktifitas dan efisiensi produsen dalam menghasilkan barang atau jasa.

3. Perubahan konsep pemasaran yang mengarah pada pelaggaran dalam
konteks lingkungan eksternal yang lebih luas pada situasi ekonomi

global. H

Sedangkan masalah perlindungan konsumen diarahkan untuk tercapainya tujuan
sebagai berikut :
1. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur

keterbukaan akses dan informasi serta menjamin kepastian hukum.

2. Melindungi kepentingan konsumen pada khususnya dan seluruh pelaku

usaha.

" Romli Atmasasmita. " Bentuk-bentuk Tindak Pidana vang Dilakukan olch Produsen

pada Era Perdagangan Bebas: Suatu Upaya Antisipatif Preventif dan Represif”, dalam Husmi
Syawali dklk, Hukum Perlindungan Konsumen (Bandung: Mandar Maju, 2000), hlm. 93,
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3. Memberikan perlindungan terhadap konsumen dari praktek usaha yang

menipu dan menyesatkan.'®

Adapun secara ringkas dapat disimpulkan bahwa berdasar Undang-
Undang No.8. Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dalam bab 1
mengenai ketentuan umum yang disebutkan bahwa yang dimaksud dengan
perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian
hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Adapun yang
dimaksud dengan konsumen adalah setiap orang yang pemakai barang dan atau
jasa yang tersedi‘a di masyarakat, baik untuk kepentingan diri sendiri, keluarga

atau orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Dalam sistem hukum Islam, masalah transaksi jual beli, apabila akad telah
berlangsung, segala rukun dan syarat telah dipenuhi maka konsekuensinya adalah
penjual memindahkan barang kepada pembeli dan pembeli memindahkan barang
yang dimilikinya kepada penjual sesuai dengan harga yang telah disepakati

bersama.

Transaksi jual beli dalam hukum lslam menuntut adanya unsur kerelaan
dari kedua belah pihak. Hal ini jelas akan menghindari perselisihan yang
kemungkinan terjadi nantinya.'” Namun dalam hukum TIslam juga ada upaya

proteksi terhadap kedua belah pihak yang melakukan akad yaitu dengan adanya

¥ 1hid., him. 93.

" Savyid Sabiq, Fighu as-Sunnah, jilid 3 (Kairo: Dar al-Fatah), 1365 H hlm. 153.



hak khiyar, vaitu hak untuk memilih antara melangsungkan akad atau akan

membatalkannya.”’ Hak khiyar tersebut ada tiga macam yaitu:

B

(3

Khiyar Majlis

Apabila akad jual beli telah berlangsung dan telah disepakati oleh kedua
belah pihak, maka kedua belah pihak masih boleh meneruskan atau
membatalkan akad. Artinya, kedua belah pihak masih mempunyai hak
untuk meneruskan atau membatalkan akan selama keduanya belum

terpisah secara fisik.
Khiyar Syarat

Apabila salah satu dari kedua belah pthak yang berakad barang dan atau
jasa dengan syarat bahwa ia boleh meneruskan akad atau membatalkannya
dalam waktu tertentu sekalipun lebih. Persyaratan ini boleh dari dua belah

pihak atau dari salah satunya.
Khiyar Aibi

Diharamkan menjual barang yang cacat tanpa menjelaskannya pada
pembeli. Apabila akad telah berlangsung dan pembeli telah mengetahui
adanya cacat, dalam keadaan seperti itu merupakan sebuah kelaziman dan
tidak khiyar, karena ia telah rela dengan barang tersebut. Namun, bila

pembeli mengetahui kerusakan atau cacat setelah akad maka pembeli

* Savvid Sabiq. Fighu as-Sunnah, jitid 3 (Kairo: Dar al-Fatah). 1365 H hlm. 178.
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berhak melakukan khiyar antara meneruskan atau melangsungkan akad,

atau ia meminta ganti rugi atas kerusakan barang tersebut. *'

Dari kedua sistem hukum tersebut, baik dalam hukum Islam maupun
dalam hukum positif, keduanya sama-sama berbicara mengenai keterkaitan antara
pelaku usaha dengan konsumen (penjual dan pembeli). Dengan melalui khiyar
maka otomatis sebagai upaya melindungi pembeli atau konsumen dari transaksi
barang dan atau jasa yang tidak semestinya yaitu dengan adanya hak untuk
memilih antara melangsungkan atau membatalkan akad. Begitu juga dalam
Undang-undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang
berupaya memberikan proteksi hukum pada konsumen atas barang atau jasa yang

diperoleh dari pelaku usaha.

F. Metode Penelitian
1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian in1 termasuk jenis penelitian pustaka (/ibrary research), yaitu
penelitian yang menggunakan buku-buku sebagai sumber datanya. Sedangkan
sifat penelitian ini adalah deskriptif-analisis-komparatif, yaitu berusaha
menggambarkan secara tepat terhadap permasalahan yang diambil yang
dilanjutkan dengan mengadakan pemerincian terhadap pengertian yang ada
sehingga diperoleh kejelasan untuk kemudian dilakukan perbandingan dalam

objek penelitian sehingga dapat ditentukan kesamaan dan perbedaannya.

! Savvid Sabiq. Fighu as-Sunnah. jilid 3 (Kairo: Dar al-Fatah). 1365 H hlm. 177-179.
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2. Pengumpulan Data

Kajian ini berupa kajian kepustakaan, sehingga sumber data yang
digunakan sebagai rujukannnya adalah buku-buku yang dirasa cukup memberikan
penjelasan terhadap permasalahan yang diangkat. Sebagai sumber data primer
dalam penelitian ini adalah al-Qur’an, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999,
Hukum Tentang Perlindungan Konsumen®, Perlindungan Konsumen dan
Instrumen-instrumen Hukumnya®™, Hukum Perlindungan Konsumen® dan
Undang-undang lainnya vyang terkait sebagai sumber hukum positif. Sebagai
sumber tambahan atau data sekundernya adalah tulisan—tulisan lain yang dimuat
di beberapa media yang membahas permasalahan tentang perlindungan

konsumen.
3. Analisis Data

Setelah sumber data vyang diperlukan terkumpul, maka selanjutnya
dilakukan analisis data secara kualitatif dengan menggunakan instrumen analisis

deduktif dan interpretatif. ** Dari data yang telah terkumpul yang bersifat umum

** Gunawan Widjaja. Ahmad Yani, Hukum Tentang Perlindungan Konsumen (Jakarta:
PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003).

* Yusuf Sofie, Perlindungan Konsumen dan Instrumen-instrumen Hukumnya (Bandung;

PT. Cilra Aditya Bakui, 2003).

** Husni Syawali dan Neni Sri Tmaniyati, /fukum Perlindungan Konsumen (Bandung:
Mandar Maju, 2000},

* Deduksi merupakan langkah analisis dari hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang
bersifal khusus. Sedangkan interpretatif artinya menfasirkan, membuat tafsiran, tetapi vang tidak
bersifat subjektif (menurut sclcra orang vang menafsirkany melainkan bertumpu pada evidensi
objektif untuk mencapai kebenaran yang obyektif . Dengan instrumen diatas, diuraikan pandangan
dari masing-masing kedua sistem hukum, kemudian dicari metode pendekatannya. Lihat Sudarto.
Metode..., hlin, 42-43



kemudian dipilah-pilah vang lebih spesifik dengan permasalahan yang diambil.

Setelah diperoleh data yang lebih spesifik baru dilakukan langkah penafsiran.
4. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian int adalah dengan
perbandingan yuridis-normatif, yaitu pendekatan yang digunakan untuk mengkaji
masalah perlindungan konsumen berdasar pada ketentuan hukum yang ada dalam
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan
ketentuan terkait yang ada dalam hukum Islam. Pendekatan ini dimaksudkan
sebagai metode pemahaman terhadap suatu ketentuan hukum yang
mengedepankan unsur keadilan didalamnya sehingga tercipta ketenangan dan

ketentraman bagi pihak-pihak yang berhubungan hukum secara langsung,
G. Sistematika Pembahasan

Rangkatan pembahasan pada skripsi ini tersusun dalam beberapa bab.
Pada bab pertama terdiri dari : Pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah,
pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode
penelitian, dan sistematika pembahasan untuk mengarahkan para pembaca kepada

substansi penelitian.

Pada bab kedua penyusun mencoba memberikan gambaran awal tentang
pengertian konsumen, kemudian memaparkan hak dan kewajiban konsumen dan
dilanjutkan dengan menjelaskan konsep perlindungan terhadap konsumen

menurut UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen ini.



Selanjutnya pada bab tiga penyusun menggambarkan dari sudut pandang
hukum Islam tentang pengertian jual-beli, kemudian memaparkan tentang akad
dan konsekuensinya serta memberikan penjelasan tentang upaya Islam dalam

melindungi konsumen.

Pada bab empat, penyusun menganalisis dan mengkomparasikan tentang
persamaan konsep perlindungan terhadap konsumen dalam transaksi jual beli
antara hukum Islam dan Undang-undang No. 8 Tahun 1999 dan kemudian
dilanjutkan dengan menjelaskan perbedaan mengenai konsep perlindungan
terhadap konsumen dalam transaksi jual beli antara hukum Islam dan Undang-
undang No. 8 Tahun 1999. Sedangkan pada bab lima merupakan penutup yang

berisi kesimpulan dan saran.



BABY

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan-pembahasan satu persatu mengenai apa pengertian dari
konsumen baik dari hukum Islam maupun pengertian konsumen seperti yang
tercantum dalam undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan
Konsumen, juga dalam pembahasan mengenai bagaimana kedua sistem hukum
tersebut dalam upayanya untuk melindungi konsumen dan juga pembahasan
mengenai analisis penulis tentang persamaan dan perbedaan dari kedua sistem
hukum tersebut dalam upayanya untuk melindungi konsumen diperoleh

kesimpulan bahwa :

1. Pengertian konsumen dalam undang-undang perlindungan konsumen
maupun dalam hukum Islam ternyata mempunyai makna dan pengertian
vang berbeda. Di dalam Undang-undang No.8 Tahun 1999 Tentang
Perlindungan Konsumen pada pasal 1 ayat 2 mengandung pengertian
bahwa yang dimaksud dengan konsumen dalam undang-undang adalah
dibatasi dan ditekankan pada konsumen akhir saja sebagai pemakai
akhir dari barang dan atau jasa. Sedangkan yang dinamakan konsumen
antara adalah termasuk sebagai pelaku usaha. Undang-undang juga
belum melindungi konsumen yang berbentuk Badan Hukum, karena
yang dimaksud konsumen dalam undang-undang Perlindungan

Konsumen hanya orang perorangan saja. Akan tetapi berbeda halnya
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dengan pengertian konsumen dalam hukum Islam yang mana pengertian
secara definitif memang tidak ada, akan tetapi istilah konsumen ini
adalah semakna dengan pembeli dalam jual beli yang diatur dalam
Islam. Dalam hukum Islam juga mengenal pengertian konsumen yang
mengembangkan hartanya (konsumen antara), dan jenis konsumen ini
juga dilindungi oleh Islam sehingga tidak hanya ditekankan dan dibatasi

pada konsumen akhir saja.

Memang dari kedua sistem hukum tersebut dalam prinsip-prinsipnya
sebagai upayanya untuk melindungi konsumen adalah sama-sama untuk
melindungi kedua belah pihak yakni konsumen dan pelaku usaha. Akan
tetapi ternyata dalam undang-undang perlindungan konsumen ini lebik
mendahulukan akan hak dari pada kewajiban. Lain halnya dengan yang
ada dalam hukum Islam adanya hak karena seiring juga dengan adanya
kewajiban. Sehingga didapat satu pengertian dalam undang-undang
bahwa hak adalah segi aktif sedangkan kewajiban merupakan segi pasif,
tidak seperti pada hukum Islam yang mana pemunculan hak juga seiring

dengan munculnya kewajiban.

Dalam hukum Isiam jelas terarah mengenai hak-hak konsumen yang
dalam hubungan hukum dengan pelaku usaha, sedangkan dalam
undang-undang tidak jelas sehingga terkesan campur aduk mengenai
hak konsumen yang dalam hubungannya dengan pelaku usaha atau hak

konsumen dalam hubungannya dengan pemerintah.
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4. Didapat satu pengertian bahwa dalam upayanya melindungi konsumen,
perlindungan yang diberikan oleh Islam tidak hanya semata-mata
mengenat perlindungan fisik saja, akan tetapi juga menyangkut
perlindungan yang bersifat spiritual dalam hubungannya ibadah kepada
Allah SWT.

B. Saran-saran
1. Hukum merupakan tempat berteduh bagi masyarakat yang didzolimi
haknya dan bukan milik orang yang berkuasa maupun orang yang
berduit.maka dari itu hukum jangan dirusakkan dengan tangan-tangan
orang yang fidak bertanggung jawab.
2. Keadilan sebagai ruh hukum. maka hendaklah didalam penetapan suatu
aturan atau undang-undang selalu mengacu pada nilai-nilai keadilan,

sehingga kewibawaan hukum akan terjamin.
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LAMPIRAN I:
TERJEMAHAN
No.| Him. | FN Terjemahan
|
BAB 1
SE—
1 T 6 | 8 1 ...ALLAH telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. |
BAB 111
2 52 8 | Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan

harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan
perniagaan dengan suka sama suka di antara kamu.
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